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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu penerimaan negara yang sedang digalakkan adalah pajak. Pajak 

merupakan perahlihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik 

berdasarkan Undang-Undang yang dapat di paksakan dengan tidak dapat 

imbalan secara langsung dapat ditujukan yang sangat penting bagi 

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu perlu dikelola baik 

dari segi pemungutan maupun administrasi pengelolaan. Salah satu bentuk 

pajak adalah pajak reklame. 

Pajak reklame adalah pajak negara yang dikenakan berdasarkan UU No 28 

Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak reklame 

merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota. Peraturan Walikota Medan 

Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Badan pengelolaan pajak 

dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota 

Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah 

lainnya. Dalam proses pemungutan pajak reklame pertama dilakukan 

pendataan pada sistem mana yang belum membayar atau baru memulai pajak. 

Kedua akan diberi surat himbauan wajib bayar pajak. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dinas 

yang memberikan perizinan, pelayanan, serta melakukan penanaman modal, 
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pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi 

penanaman modal. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 

tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu bahwa fungsi penanaman modal adalah perencanaan 

penanaman Modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi 

penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, 

pengendalian pelaksananaan penanaman modal, serta data dan informasi 

penanaman modal. Namun pada awal Januari 2019 Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mengambil alih tugas 

pemungutan pajak reklame yang mana sebelumnya tugas tersebut ialah tugas 

pokok dari BPPRD Kota Medan. 

Koordinasi vertikal merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

seorang pejabat pimpinan dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat 

(bawahan) atau instansi dibawahnya untuk menjalankan perencanaan, 

penggerak, pengorganisasian, dan pengawasan. Koordinasi merupakan hal 

yang paling mendasar dalam suatu instansi karena disisi lain koordinasi 

memberikan kontribusi yang jelas dan terarah bagi pegawai dalam mengelola 

dan menjalankan proses kerja yang terarah dan jelas. Hal ini tidak terlepas 

dari proses kerja dalam organisasi yang biasanya sangat membutuhkan upaya 

koordinasi, dimana proses kerja dan mekanisme kerja yang ada dalam 

organisasi diselaraskan dengan sumber daya organisasi, dan tugas pokok, 

serta fungsi pegawai. 
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Terkait dengan hal ini, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Medan belum melaksanakan koordinasi vertikal secara 

maksimal, dikarenakan adanya komunikasi yang terjalin diantara mereka 

belum terjalin secara baik. Kurangnya informasi terkait koordinasi vertikal 

oleh kepala badan kepada bawahan. Akibatnya progress kerja yang telah 

ditetapkan tidak tercapai secara maksimal dan belum secara efektif menguasai 

koordinasi pada pemungutan pajak reklame karena sebelumnya tugas tersebut 

ditangani oleh BPPRD Medan. 

 Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana proses 

koordinasi vertikal dalam pemungutan pajak reklame yang masih belum 

maksimal dalam menjalankannya pada Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. 

 Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui 

seberapa efektif koordinasi vertikal yang sudah dijalankan dalam pemungutan 

pajak reklame yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Medan. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang disusun 

dalam skripsi berjudul Efektivitas Koordinasi Vertikal Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Pemungutan 

Pajak Reklame di Kota Medan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas 

koordinasi vertikal dapat dijalankan dengan baik dalam pemungutan pajak 
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reklame di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Medan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan salah satu hal yang akan dicapai dalam suatu 

kegiatan dan setiap penelitian haruslah memiliki arah tujuan yang jelas. 

Tanpa adanya arah tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan 

mendapat hasil sebagaimana yang diharapkan.Berdasarkan pada rumusan 

masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas koordinasi vertikal yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemungutan pajak reklame. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan sekaligus 

evaluasi bagi penulis agar dapat menjadi refrensi baru dalam bidang 

koordinasi khususnya koordinasi vertikal 

2. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan 

pemikiran dalam meningkatkan koordinasi vertikal di Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam meningkatkan pemahaman koordinasi vertikal 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis,logis, dan konsisten. Agar 

dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat 
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sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang 

lainnya, yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

  Pada Bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan 

masalah penelitian dan objek yang diteliti 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Pada Bab ini berisikan tentang metode peneltian, jenis penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, narasumber, dan 

lokasi penelitian. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

  Pada Bab ini memuat tentang penyajian data dan pembahasan 

analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

  Pada Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

– saran yang diteliti. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Konsep Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia efektif adalah ada efeknya, majur atau mujarab, dapat membawa 

hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki 

pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, kemanjuran, 

keberhasilan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi 

berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah 

berjalan dengan efektif. 

Menurut Serdamayanti (2009:59) Efektivitas merupakan suatu ukuran 

yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian 

efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah 

penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi 

dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas 

belum tentu efisiensi meningkat. 

Menurut Supriyono (2000:29) Efektivitas merupakan hubungan antara 

keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, 

semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai 

pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. 

Menurut Susanto (2007:41) Efektivitas artinya informasi harus sesuai 

dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk 
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di dalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, 

format yang tepat sehingga dapat dipahami, konsisten dengan format 

sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai 

dengan kebutuhan dan ketentuan. 

Dari definisi-definisi diatas, maka penulis mensimpulkan bahwa 

efektivitas merupakan merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat 

tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai untuk mendukung proses 

bisnis yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang sudah dicapai, 

konsisten dengan format sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. 

2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja menurut Sutrisno 

(2011:125) Ada empat  kelompok  variabel  yang  berpengaruh  terhadap  

efektivitas organisasi, ialah;  (1) Karakteristik organisasi, termasuk struktur 

dan teknologi, (2) Karakteristik  lingkungan  intern  dan  ekstern,  (3)  

Karakteristik  karyawan  dan Kebijakan praktik manajemen. Jadi ada tujuh 

variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas  yaitu  struktur,  teknologi  

lingkungan  ekstern,  lingkungan  intern, karakteristik  karyawan  pada  

organisasi,  prestasi  kerja  karyawan,  dan  (4) kebijakan manajemen. 

2.3 Kriteria Efektivitas 

Adapun kriteria ataupun ukuran efektivitas menegenai pencapaian tujuan 

yang efektif atau tidak. Menurut Siagian (2008:77) (1) Kejelasan tujuan yang 

hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam pelaksanaan 

tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. (2) 
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Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 

“pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam 

pencapaian tujuan organisasi. (3) Proses analisis dan perumusan kebijakan 

yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang 

telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan 

dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. (4) Perencanaan yang 

matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan 

oleh organisasi dimasa depan. (5) Penyusunan program yang tepat suatu 

rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program 

pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang 

memiliki pedoman bertindak dan bekerja. (6) Tersedianya sarana dan 

prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah 

kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang 

tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. (7) Pelaksanaan yang 

efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak 

dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan 

mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin 

didekatkan pada tujuannya. (8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang 

bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka 

efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan 

pengendalian. 



9 
 

 
 

Menurut Gibson (1997:32) kriteria efektivitas jangka pendek (produksi, 

efisiensi, kepuasan) dan kriteria efektivitas jangka panjang (kelangsungan 

hidup). Dengan mempertimbangan dimensi waktunya, organisasi dapat 

dikatakan efektif dari segi kriteria produktivitas, kepuasan, adaptasi dan 

pengembangan. 

Menurut Kasim (1993:16) dalam mengukur kriteria efektivitas terdapat 3 

metode dasar yang dapat dijadikan instrumen. (1) Model Sistem Rasional, 

dalam sistem ini menekankan pada produktivitas dan efisiensi. (2) Model 

Sistem Alamiah, dalam sistem ini menekankan pada segi moral dan 

kekompakannya dari anggota organisasi. (3) Model Sistem terbuka, dalam 

sistem ini menekankan pada dimensi perolehan sumber daya dan kemampuan 

mengadaptasi diri terhadap lingkungannya. 

Kriteria efektivitas juga diukur kedalam koordinasi mengintegrasikan 

aktivitas dan kontribusi dari bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan. 

Diukur atau ditunjukkan dengan: hubungan yang mendukung di antara unit-

unit yang saling tergantung, tingkat gangguan aliran aktivitas. Mungkin juga 

meliputi tingkat persediaan, pengantaran, dan sebagainya. 

2.4 Koordinasi 

Koordinasi adalah adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan 

kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-

bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara 

efesien. Menurut Manullang (2001:72) bahwa koordinasi adalah 

mengerahakan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk 
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memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan 

organisasi secara keseluruhan, dengan adanya koordinasi akan terdapat 

keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

Menurut Kencana (2011:33) koordinasi adalah penyesuaian diri dari 

masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan 

bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-

masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan 

hasil. 

Menurut Hasibuan (2011:6) koordinasi diartikan sebagai suatu usaha 

kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, 

sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi, 

dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu 

menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah kegiatan unit 

berorganisasi untuk mengoperasikan bagian yang cocok untuk saling membantu 

di dalam organisasi. 

2.5 Tipe-Tipe Koordinasi 

Menurut Inu Kencana (2011:35) Tipe-Tipe Koordinasi adalah: (a)Koordinasi 

Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar 

lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, 

Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, 

Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda). 
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(b)Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan 

sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga 

lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi 

kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu 

Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, 

Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka. 

(c) Koordinasi Fungsional  adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis 

dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi 

pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat. 

Dari tipe-tipe koordinasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi 

merupakan penyelarasan kerjasama secara harmonis yang dapat diukur 

dengan kerjasama antar lembaga yang sederajat atau yang lebih tinggi 

maupun antar kepala unit dalam lembaga yang memiliki kesamaan dalam 

fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian yang saling 

bekerjasama. 

2.6 Fungsi Koordinasi 

Menurut Handayaningrat (1989:119-121) menjelaskan fungsi koordinasi 

adalah sebagai berikut : (a) Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping 

adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi 

dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari 

pimpinan. (b) Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari 

berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja 

harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan 
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menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama 

komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di 

antara komponen-komponen tersebut. (c) Sebagai usaha yang mengarahkan 

dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan 

(integrasi) yang dilakukan secara serasi dan simultan/singkronisasi dari 

seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi 

bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas 

organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan 

prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi. (d) sebagai faktor dominan 

dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan 

ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Peningkatan 

kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus 

menerus karena tidak hanya masalah teknis semata tetapi tergantung dari 

sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan. (e) 

Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan 

hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang 

membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. 

Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan 

yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak 

berjalan secara efektif dan efisien. (f) Sebagai usaha untuk menyelaraskan 

setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil 

keputusan dan para pelaksana. Dalam organisasi yang besar dan kompleks, 

pertumbuhan organisasi akan menyembabkan penambahan beban kerja, 
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penambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan 

yang perlu di koordinasikan. (g) Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai 

keanekaragaman tugas. Karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam 

merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

2.7 Efektivitas Koordinasi 

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu 

organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai 

tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. 

Menurut Supriyono (2000:29) efektivitas merupakan suatu ukuran yang 

memberikan gambaran seberapa jauh target yang dicapai. 

Menurut Serdamayanti (2009:59) efektivitas merupakan suatu ukuran 

yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian 

efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah 

penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi 

dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas 

belum tentu efisiensi meningkat. 

Dari definisi-definisi diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

merupakan suatu gambaran yang memberi gambaran antar kegiatan 

berogranisasi yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar walaupun 

efisien belum meningkat dengan sempurna. 

Kordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-

kegiatan pada satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara 
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efisien. Menurut Hasibuan (2011:6) koordinasi diartikan sebagai suatu usaha 

kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas 

tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu,dan saling 

melengkapi. 

Menurut Kencana (2011:33) koordinasi adalah penyesuaian diri dari 

masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan 

bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-

masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan 

hasil. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah 

suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam melaksanakan tugas 

sehingga dapat saling mengisi bagian-bagian pada waktu yang cocok 

sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan pada seluruh 

hasil. 

Griffith mengemukakan 4 (empat) faktor yang menentukan efektifitas 

koordinasi dalam pemerintahan yaitu : (1) Kejelasan wewenang dan tanggung 

jawab,(2) Pengawasan dan observasi yang seksama, (3) Kemudahan untuk 

menggunakan fasilitas efektif, dan (4) Keterampilan memanfaatkan 

kepemimpinan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas koordinasi merupakan ukuran 

berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam menjalankan kerja sama 

diantara unit pelaksanaan tugas untuk saling membantu didalam organisasi 

untuk memberikan gambaran agar pelaksanaan menjadi teratur, tertib, dan 
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lancar dalam menjalankan unit-unit penyatuan kerja yang terpisah untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efisien. Untuk mencapai koordinasi yang 

efektif dibutuhkan komunikasi yang baik, tergantung pada perolehan, 

penyebaran dan proses informasi. Semakin tidak pasti tugas koordinasi 

semakin membutuhkan informasi. 

2.8 Efektivitas Koordinasi Vertikal 

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Menurut Serdamayanti (2009:59) efektivitas merupakan suatu 

ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dicapai. 

Koordinasi vertikal tindakan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh 

atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah 

wewenang dan tanggung jawabnya. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas koordinasi 

vertikal adalah berhasil atau tidaknya organisasi dalam menjalankan tindakan 

penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-

unit dibawah wewenang dan tanggung jawab. 

2.9 Koordinasi Vertikal 

Koordinasi vertikal merupakan tindakan penyatuan, pengarahan yang 

dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja 

yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya, atasan 

mengkoordinasi  semua bawahan yang ada dibawah tanggung jawabnya 

secara langsung. Koordinasi vertikal termasuk juga koordinasi intern yang 

mana koordinasi ini ada didalam organisasi. 
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Menurut Handayaningrat (1989:129) hambatan dalam koordinasi 

vertikal(struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan 

tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) 

kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur 

kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang 

timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang 

demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang 

dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang 

bersifat hierarkis. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi vertikal adalah 

penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-

kegiatan unit-unit yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian tersebut, 

sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses 

analisis data. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan 

memperoleh informasi. 

Data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai 

kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu 

sendiri. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga 

disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data 

dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di 

tempat penelitian. 

3.2 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep yang akan dideskripsikan dan digambarkan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana koordinasi vertikal dalam pemungutan pajak 

dalam menjalankannya berjalan dengan baik 
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GAMBAR 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Definisi Konsep 

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah : 

a. Koordinasi adalah kegiatan unit berorganisasi untuk mengoperasikan 

bagian yang cocok untuk saling membantu di dalam organisasi 

b. Efektivitas merupakan merupakan hubungan antara keluaran suatu 

pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai untuk 

mendukung proses bisnis yang memberikan gambaran seberapa jauh 

target yang sudah dicapai, konsisten dengan format sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan. 

c. Efektivitas koordinasi merupakan ukuran berhasil atau tidaknya 

suatu organisasi dalam menjalankan kerja sama diantara unit 

Koordinasi Vertikal dalam 

pemungutan pajak reklame 

Efektivitas Koordinasi Vertikal 

dalam Pemungutan Pajak Reklame 

di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Terciptanya koordinasi vertikal 

dalam pemungutan pajak di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 
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pelaksanaan tugas untuk saling membantu didalam organisasi untuk 

memberikan gambaran agar pelaksanaan menjadi teratur, tertib, dan 

lancar dalam menjalankan unit-unit penyatuan kerja yang terpisah 

untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Untuk mencapai 

koordinasi yang efektif dibutuhkan komunikasi yang baik, 

tergantung pada perolehan, penyebaran dan proses informasi. 

Semakin tidak pasti tugas koordinasi semakin membutuhkan 

informasi. 

d. Efektivitas koordinasi vertikal adalah berhasil atau tidaknya 

organisasi dalam menjalankan tindakan penyatuan, pengarahan yang 

dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit dibawah 

wewenang dan tanggung jawab. 

e. Koordinasi vertikal adalah adalah penyatuan, pengarahan yang 

dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit yang ada 

di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi menunjukan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian 

sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian 

pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Adanya kejelasan wewenang dan tanggung jawab 

b. Adanya pengawasan seksama 

c. Adanya kemudahan fasilitas yang efektif 
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d. Adanya memanfaatkan kepemimpinan 

3.5 Narasumber 

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 orang pegawai Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan terdiri 

atas: 

- Kepala Bidang 

Nama  : John Ester Lase ST, M.Si 

Nip  : 19740618 200502 1002 

Jenis kelamin : Laki-Laki 

Umur  : 44 

Pendidikan : S2 

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan  

Lingkungan Hidup 

Tanggal : 25 Februari 2019 

Waktu  : 11.00 WIB 

 

- Kepala Seksi 

Nama  : Khairul Amri 

Nip  : 19760604 200903 1005 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur  : 43 

Pendidikan : S1 pertanian 

Jabatan : Ketua Tim Satgas 3 Pajak Reklame 
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Tanggal : 25 Februari 2019 

Waktu  : 11.45 WIB 

 

- Kepala Seksi 

Nama  : Tri Harzo Wibisono, SH, M.Hum 

Nip  : 19741008 200212 1001 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur  : 45 

Pendidikan : S2 Ilmu Hukum 

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Izin Gangguan 

Tanggal : 25 Februari 2019 

Waktu  : 12.00 WIB 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik ini, maka penulis menggunakan data dengan dua cara yakni : 

a. Data Primer 

Data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah 

ditentukan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap 

responden yang berkaitan dalam penelitian dengan cara wawancara 

yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 

lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 
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b. Data Sekunder 

Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang ada 

yang diteliti dan diperoleh dari buku atau penelitian kepustakaan, 

untuk mendukung penelitian ini. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dengan analisis kategorisasi 

yaitu analisis yang mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Adapun teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah memaparkan situasi atau peristiwa.  

Penelitian ini bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan 

pendekatan induktif, proses dan makna lebih ditonjolkan. 

Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui 

sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara 

mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data 

tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang 

telah dipelajari sehingga data tersebut ditarik sebuah kesimpulan. 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 

LT.II Medan 20143. Waktu penelitian dari Bulan Desember 2018 sampai dengan 

bulan Februari 2019 
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3.9 Deskripsi Objek Penelitian 

3.9.1 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah 

dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Pada hakekatnya penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah, 

Secara strategis, melalui kebijakan otonomi daerah diharapkan muncul 

pusat-pusat kekuatan baru secara regional dalam sektor ekonomi, kebijakan ini 

menggambarkan semangat mendorong tumbuhnya pusat ekonomi, kebijakan ini 

menggambarkan semangat mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru. Di lain 

pihak karena adanya keterbatasan investasi di daerah menyebabkan pemerintah 

membuka pintu bagi masuknya investasi swasta. Untuk itu harus dilakukan 

serangkaian upaya yang sistematis yang mampu menciptakan iklim investasi yang 

bussiness friendly. Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan 

peluang. 

Berkaitan dengan pelayanan jasa perijinan, pemerintah melakukan 

terobosan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang 

selanjutnya ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
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Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan 

Terpadu di Daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2009 Pemerintah 

Kota Medan membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan yang 

pertanggal 27 Januari berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Keserderahanaan, kepastian 

hukum, transparan dalam pelayanan perizinan, itulah harapan yang ingin dicapai 

dari dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Medan yang merupakan unit pelayanan perijinan dan nonperizinan. Dalam 

rangka Good Governance, maka pelayanan prima kepada masyarakat secara 

sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil, dan tepat waktu 

mutlak harus dilaksanakan agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat 

Kota Medan. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

dibentuk pada bulan Februari 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Instansi ini merupakan peleburan dua 

Badan yang telah melayani sejak tahun 2009, yakni Badan Penanaman Modal dan 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Penyatuan dua instansi ini bukanlah secara 

tiba-tiba, sebab sebenarnya telah diisyaratkan secara berangkai oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 hingga Peraturan Presiden Nomor 97 

Tahun 2014. PP No. 18 Tahun 2016 sendiri kemudian diperinci lagi oleh 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 yang mengatur 

nomenklatur dan struktur organisasi DPMPTSP. 

Sebagai instrumen yang mengurusi bidang penanaman modal dan perizinan, 

DPMPTSP Kota Medan berkewajiban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

melalui pertumbuhan usaha yang kemudian berdampak pada penyerapan tenaga 

kerja sehingga dapat berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan perkapita. 

Pertumbuhan usaha ditandai dengan investasi sementara Investasi merupakan 

unsur yang berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain pertambahan 

pedapatan asli daerah, dampak berlapis (multiplier effect) menjadi tujuan utama 

mendatangkan investasi. Multiplier effect itu seperti perekrutan karyawan, pasar 

untuk bahan baku dan barang jadi, penjualan produk-produk lokal, hingga usaha-

usaha turunan yang ikut menempel di sekitar bisnis utamanya, seperti kuliner, 

advertising, konsultansi, elektronik dan banyak jasa lainnya. 

Dalam ekonomi makro, investasi berkorelasi positif terhadap pendapatan 

nasional. Artinya jika investasi naik maka pendapatan nasional cenderung naik. 

Demikian pula sebaliknya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% 

pemerintah merilis angka investasi sebesar Rp 800 triliun yang perlu dikejar. 

Hingga triwulan II tahun 2017, nilai investasi secara nasional tercatat sebanyak 

Rp 336.7 triliun dari target BKPM sebesar Rp 678,8 triliun atau telah mencapai 

49,6% (sumber: BKPM). Kota Medan sendiri menyumbang Rp 3,3 triliun 

sepanjang dua triwulan tersebut dengan rincian PMDN Rp 2,5 triliun dan PMA 

Rp 826 miliar. Investasi adalah suatu kegiatan yang terkait dengan banyak faktor. 

Kami memahami bahwa investor tidak hanya melihat tingkat suku bunga, tetapi 
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juga faktor infrastruktur, keamanan, gejolak politik dan sosial, kepastian hukum, 

kemudahan berusaha, ketersediaan bahan baku dan energi hingga insentif. Halhal 

tersebut justru ditentukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga 

kota, TNI-Polri hingga organisasi kemasyarakatan, bahkan masyarakat itu sendiri. 

Mengambil peran sesuai kewenangannya, Pemerintah Kota Medan melalui 

DPMPTSP berupaya untuk memberikan kemudahan berusaha. 120 izin kini telah 

dapat dilayani oleh DPMPTSP dengan mekanisme yang lebih mudah, transparan 

dan dalam jaringan (online). DPMPTSP saat ini sedang berbenah diri untuk 

meningkatkan kenyamanan para pelaku usaha dalam berinvestasi dengan 

penyediaan informasi yang lebih lengkap dan pelayanan proses perizinan yang 

lebih prima. 

Maksud didirikannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kota Medan  adalah untuk menyelenggarakan pelayanan 

perijinan yang prima dan satu pintu. Hal tersebut diharapkan dapat  mendorong 

terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam 

rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Medan. Adapun prinsip dari 

pelayanan prima adalah sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menpan 

Nomor 81 Tahun 1993, antara lain: sederhana, jelas, aman, transparan, effisien, 

ekonomis, adil dan tepat waktu. 

Dasar pembentukan pemerintah Kota Medan membentuk Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satuu Pintu pada tahun 2017 dengan dasar 

pembentukan : 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah 

 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan 

 Peraturan Wali Kota Medan Nomoe 1 Tahun 2017 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah 

Dasar Hukum Pembentukan DPMPTSP Kota Medan 

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

2. PP 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan 

5. Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan 

6. Perwal No.6 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

7. Perwal No.36 Tahun 2010 Tentang Pendegelasian sebagaian Kewenangan 

Proses dan Penandatanganan Perijinan Kepada Kepala DPMPTSP Kota 

Medan 

8. PERMENPAN RB No.35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Operasional 
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Wajib Pajak Reklame 

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang 

menyelenggarakan Reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut : 

1. Diusahakan sendiri, yaitu dari proses desain, produksi, izin serta proses 

pemasangannya diupayakan sendiri oleh pihak (orang/badan) yang 

mengiklankan produknya. Apabila cara seperti ini yang dilakukan maka 

subjek pajak dan wajib pajak adalah orang atau badan itu sendiri. 

2. Diselenggarakan melalui pihak ketiga, yaitu pihak yang mengiklankan 

produknya melakukan kerjasama pembuatan dan pemasangan pada 

pihak ketiga antara lain agensi periklanan. Maka Subjek Pajaknya 

adalah pihak yang mengiklankan produk, sedangkan pihak ketiga 

sebagai Wajib Pajak Reklame. 

Sistem Pemungutan dan Prosedur Pajak Reklame 

Sistem Pemungutan pajak : 

1. Official assessment system adalah  suatu  sistem  pemungutan  yang  

memberi  wewenang  kepada pemerintah  (fiskus)  untuk  menentukan  

besarnya  pajak  terutang  oleh wajib pajak. 

2. Self Assessment System adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  

member  wewenang kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan  sendiri  

besarnya  pajak  yang terutang. 

3. With Holding System adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  

member  wewenang kepada  pihak  ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  
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wajib  pajak  yang bersangkutan)  untuk  menentukan  besarnya  pajak  

yang  terutang  oleh wajib pajak. 

Dalam hal pemungutan pajak reklame, adapun prosedur yang telah 

ditetapkan adalah sebagai berikut:  

1. Pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan 

2. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan 

walikota dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan 

3. Dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis dan nota perhitungan 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur dengan 

Peraturan Walikota 

Hambatan Pemungutan Pajak 

Menurut Madiasmo (2018:30-31) Hambatan terhadap pemungutan pajak 

dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Perlawanan pasif 

Masyarakat  enggan  (pasif)  membayar  pajak,  yang  dapat  disebabkan 

antara lain: 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat 

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakakuanatau dilaksanakan dengan 

baik. 

2. Perlawanan aktif 
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Perlawanan  aktif  meliputi  semua  dan  perbuatan  yang  secaralangsung 

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak bentuknya 

antara lain: 

a. Tax  avoidance,  usaha  meringankan  beban  pajak  dengan  tidak 

melanggar undang-undang. 

b. Tax  evasion,  usaha  meringankan  beban  pajak  dengan  cara 

melanggar undang-undang (menggelapkan pajak) 

Jenis Reklame 

Secara umum, reklame dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu reklame produk 

dan reklame non-produk. Reklame produk adalah reklame berisi informasi tentang 

barang atau jasa. Tujuannya semata –mata untuk keperluan promosi. Sedangkan 

reklame non-produk adalah jenis reklame yang semata-mata membuat nama 

perusahanan/badan /nama usaha.contohnya logo, simbol, atau identitas 

perusahanan yang bertujuan agar diketahui oleh orang banyak. 

Subjek dan Objek Pajak Reklame 

 Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

reklame tersebut. Sedangkan objek pajak reklame adalah: 

1. Semua penyelenggaraan reklame.   

2. Objek pajak yang dimaksud pada poin pertama, meliputi: 

- Reklame papa/ billboar/ videotron, dan sejenis, 

- Reklame kain, 

- Reklame melekat, stiker, 

- Reklame selebaran,  
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- Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, 

- Reklame udara, 

- Reklame apung, 

- Reklame suara,  

- Reklame film/slide, dan 

- Reklame paragaan, 

Selain objek pajak reklame, ada juga yang tidak termasuk objek pajak 

reklame, di antaranya: 

1. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah. 

2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, 

warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. 

3. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, 

yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. 

4. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan 

yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut luasnya tidak 

melebihi 1 m2 (satu meter persegi) dengan ketinggian maksimum 15 

meter dan jumlah reklame tidak lebih dari 1 buah. 

5. Penyelenggaraan reklame semata-mata membuat nama tempat ibadah 

dan panti asuhan. 
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6. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan 

dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 1 

m2 dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk. 

7. Reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan 

PBB, badan dan lembaga khususnya badan badan atau lembaga 

organisasi internasional pada lokasi kantor badan yang dimaksud. 

Dasar Pengenaan Pajak Reklame 

 Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Jika 

reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan dari nilai 

kontrak reklame. Namun, jika reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung 

berdasarkan pada jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu 

penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. 

 Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, namun pihak tersebut 

tidak memiliki kontrak reklamenya, maka NSR ditetapkan dengan menggunakan 

faktor sebagaimana reklame yang diselenggarakan sendiri. 

 

3.9.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dari pendirian DPMPTSP antara lain: 

1. Penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal melalui PTSP 

bidang penanaman modal. 

2. Peningkatan koordinasi di tingkat Pemerintah Provinsi maupun 

pemerintah Kota Medan dengan dunia usaha dan stakeholder penanaman 

modal. 



33 
 

 
 

3. Pembangunan sistem informasi dan promosi yang efektif serta berbasis 

teknologi dan peningkatan kegiatan promosi yang berskala luas. 

4. Peningkatan infrastruktur, sumber energi, jaminan berusaha serta 

keamanan berinvestasi. 

5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima perizinan dan non-perizinan. 

Adapun sasaran-sasaran yang akan dicapai adalah : 

1. Meningkatnya persetujuan investasi di Kota Medan (izin prinsip), tahun 

2021 menjadi 20% persetujuan baru. 

2. Meningkatnya jumlah kerjasama investasi, tahun 2021 menjadi 10 

kerjasama investasi. 

3. Meningkatnya nilai realisasi PMDN tahun 2021 menjadi sebesar 20 

persen. 

4. Meningkatnya nilai realisasi PMA tahun 2021 menjadi 20 persen. 

5. Tercapainya akreditasi/sertifikasi ISO 9001 Pelayanan Perizinan (sistem 

manajemen mutu) secara bertahap hingga tahun 2021. 

6. Meningkatnya jumlah penerbitan izin perhari, ≥100 izin perhari sampai 

tahun 2021. 

7. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat, tahun 2021 mencapai nilai 

indeks 85. 

8. Tercapainya realisasi retribusi daerah  hingga tahun 2021 

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan adalah : 
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Tugas Pokok DPMPTSP adalah membantu Wali Kota dalam pelaksanaan 

urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

Fungsi dari DPMPTSP adalah : 

 Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

 Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

 Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya 

 Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan 

perundang undangan 

 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait 

dengan tugas dan fungsinya 

Susunan Organisasi 

a. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Medan adalah : 

1) Kepala Dinas 

2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

(a). Sub Bagian Umum 

(b). Sub Bagian Keuangan 

(c). Sub Bagian Kepegawaian 

(d.).Bidang Pengelolaan Data, Perencanaan dan Pengembangan 
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(e). Bidang Promosi Penanaman Modal 

(f). Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, 

Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan 

(g). Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar 

(h). Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup 

(i). Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Perizinan lainnya 

3) Bidang Pelayanan Perizinan I, terdiri dari : 

 (a). Sub Bidang Usaha 

 (b). Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 

4) Bidang Pelayanan Perizinan II, terdiri dari : 

 (a). Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat 

5) Bidang Pelayanan Perizinan III, terdiri dari : 

 (a). Sub Bidang Tata Ruang 

 (b). Sub Bidang Perhubungan 

 (c). Sub Bidang Lingkungan Hidup 

6) Bidang Pelayanan Perizinan IV, terdiri dari : 

 (a). Sub Bidang Kontruksi 

 (b). Sub Bidang Kesehatan dan lain-lain 

7) Tim Teknis Sejumlah tenaga yang memiliki andil besar dalam proses 

perizinan, perhitungan retribusi dan persiapan konsep Surat 

Keputusan/perizinan 
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8) kelompok Jabatan Fungsional Sejumlah tenaga pada jenjang Jabatan yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 

keterampilannya   

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang 

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Medan. 

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu wali kota dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanamn modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu 

2.  Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas 

lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, 

kepegawaian, dan keuangan serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan 

kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2), Sekretaris membawahkan 3 Kepala Sub Bagian, antara lain : 

a. Kepala sub bagian umum 

b. Kepala sub bagian kepegawaian 

c. Kepala sub bagian keuangan 

2. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

sekretaris lingkup administrasi umum 
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Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian , berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas sekretaris lingkup pengelolaann administrasi kepegawaian. 

4. Sub Bagian Keuangan 

Sub bagian Keuangan di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris 

Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan 

5. Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, Dan Pengembangan 

Bidang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan di pimpin oleh 

Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

melalui Sekretaris 

Kepala Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, Dan Pengembangan 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup 

pengolahan data dan informasi, perencanaan, dan pengembangan 

6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi di pimpin oleh Kepala Seksi, berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data, 

Perencaann, Dan Pengembangan 

Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, Dan 

Pengembangan lingkup pengolahan data dan informasi 
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7. Seksi Perencanaan 

Seksi Perencanaan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, Dan 

Pengembangan 

Kepala seksi perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, Dan Pengembangan lingkup 

perencanaan 

9. Seksi Pemberdayaan Usaha 

Seksi Pemberdayaan Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, Dan 

Pengembangan 

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Kepala Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, Dan Pengembangan 

lingkup pemberdayaan usaha 

10. Bidang Promosi Penanaman Modal 

Bidang Promosi Penanaman Modal di pimpin oleh Kepala Bidang, berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris. 

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Dinas lingkup promosi penanaman modal. 

11. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal 

Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal di pimpin oleh Kepala Seksi, 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi 

Penanaman Modal 
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Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Lingkup 

pengembangan promosi. 

12. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal 

Seksi pelaksanaan promosi penanaman modal di pimpin oleh kepala seksi, 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi 

Penanaman Modal. 

Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal 

Lingkup pelaksanaan promosi 

13. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh 

Kepala Seksi , berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Promosi Penanaman Modal. 

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal 

lingkup sarana dan prasarana promosi. 

14. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, 

Kebijakan, Dan Pelaporan Layanan 

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, 

Kebijakan, Dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, 

Kebijakan, Dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
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tugas Kepala Dinas lingkup pengendalian pelaksanaan penanaman modal, 

pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan. 

15. Seksi Pemantauan Dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 

Seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal di pimpin 

oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, pengaduan, kebijakan, dan 

pelaporan layanan. 

Kepala seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pengendalian 

pelaksanaan penanaman modal, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan 

lingkup pemantauan dan pembinaan pelaksanaan. 

16. Seksi Pengaduan Dan Informasi Layanan 

Seksi pengaduan dan informasi layanan dipimpin oleh kepala seksi, berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. 

Kepala seksi pengaduan dan informasi layanan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan lingkup 

pengaduan dan informasi layanan. 

17. Seksi Kebijakan, Deregulasi, Penyuluhan, Dan Peningkatan Layanan 

Seksi  kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan dipimpin 

oleh kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang 
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pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan, kebijakan, dan 

pelaporan layanan. 

Kepala seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengendalian 

pelaksanaan penanamn modal, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan 

lingkup kebijakan, deregulasi, dan peningkatan layanan. 

18. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar 

Bidang pelayanan perizinan tata usaha dan tanda daftar dipimpin oleh kepala 

bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui 

sekretaris. 

Kepala bidang pelayanan perizinan tata usaha dan tanda daftar mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas lingkup pelayanan izin 

gangguan, izin usaha, dan tanda daftar. 

19. Seksi Pelayanan Izin Gangguan 

Seksi pelayanan izin gangguan dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan perizinan usaha dan 

tanda daftar. 

Kepala seksi pelayanan izin gangguan mempunyai tugas, melaksanakan 

sebagian tugas kepala bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar lingkup 

pelayanan izin gangguan. 

20. Seksi Pelayanan Izin Usaha 

Seksi pelayanan izin usaha dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan izin usaha dan tanda daftar. 
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Kepala seksi pelayanan izin usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas kepala bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar. 

21. Seksi Pelayanan Tanda Daftar 

Seksi pelayanan dan tanda daftar dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan perizinan usaha dan 

tanda daftar. 

Kepala seksi pelayanan tanda daftar mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas kepala bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar lingkup 

pelayanan tanda daftar. 

22. Bidang Perzinan Tata Ruang, Perhubungan, Dan Lingkungan Hidup 

  Bidang Perzinan Tata Ruang, Perhubungan, Dan Lingkungan Hidup 

dipimpin oleh kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

kepala dinas melalui sekretaris. 

Kepala Bidang Perzinan Tata Ruang, Perhubungan, Dan Lingkungan Hidup 

mempunyai tugas sebagian tugas kepala dinas lingkup perizinan tata ruang dan 

pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup. 

23. Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan 

Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan dipimpin oleh kepala seksi, 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan 

perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup. 

Kepala Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pelayanan perizinan tata ruang, 
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perhubungan, dan lingkungan hidup lingkup pelayanan perizinan tata ruang dan 

pembangunan. 

24. Seksi Perizinan Perhubungan 

Seksi Perizinan Perhubungan dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perizinan tata ruang, perhubungan, 

dan lingkungan hidup. 

Kepala Seksi Perizinan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas kepala bidang tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup 

lingkup pelayanan perizinan perhubungan. 

25. Seksi Perizinan Lingkungan Hidup 

Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala seksi, berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perizinan tata ruang, 

perhubungan, dan lingkungan hidup. 

Kepala Seksi Perizinan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas kepala bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan 

hidup lingkup pelayanan perizinan lingkungan hidup. 

26. Seksi Perizinan Petugas Kesehatan 

Seksi perizinan petugas kesehatan dipimpin oleh kepala seksi, berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perizinan kesehatan, 

ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya. 

Kepala seksi perizinan petugas kesehatan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas kepala bidang perizinan lainnya lingkup pelayanan perizinan 

petugas kesehatan. 
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27. Seksi Perizinan Layanan Kesehatan 

Seksi perizinan layanan kesehatan dipimpin oleh kepala seksi, berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perizinan kesehatan, 

ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya. 

Kepala seksi perizinan layanan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas kepala bidang perizinan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perizinan 

lainnya lingkup perizinan layanan kesehatan. 

28. Unit Pelaksana Teknis 

3.9.4 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Medan adalah : 

“Terwujudnya Iklim Investasi yang menarik dan kondusif dengan 

Dukungan pelayanan prima perizinan dan penanaman modal untuk Mewujudkan 

Medan Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera 

dan Religius.” 

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Medan adalah : 

i. Meningkatkan daya tarik investasi di Kota Medan 

ii. Meningkatkan realisasi investasi di Kota Medam 

iii. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif 

iv. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizininan yang 

sederhana, transparan, tepat waktu dan memiliki kepastian huku 
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                                      Gambar 3.2 

STRUKTUR ORGANISASI 
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BAB IV 

ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN 

Bab ini membahas dan menyajikan data yang lelah diperoleh dari hasil 

penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kulitatif yaitu data yang 

diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga 

memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan 

bardasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara 

secara langsung oleh beberapa narasumber di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan terkait  dengan Efektivitas koordinasi 

vertikal Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka pemungutan pajak 

reklame di Kota Medan. 

4.1 Deskripsi Narasumber 

a. Narasumber Menurut Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber yang berjenis kelamin laki-laki. 

Tabel 4.1 

 Narasumber berdasarkan jenis kelamin 

No                                Nama                Jenis kelamin 

1 John Ester Lase          Laki-laki 

2                               Khairil Amri            Laki-laki 

3                        Tri Harzo Wibisono        Laki-laki 
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b. Narasumber Menurut Pendidikan 

Narasumber menurut pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok 

yaitu narasumber dengan pendidikan S1 dan S2. 

Tabel 4.2  

Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

No                           Jabatan                        Frekuensi 

 1                                S1                                    1 

2                                 S2                                    2 

JUMLAH                                                           3 

 

c. Narasumber Menurut Usia 

Tabel 4.3 

Narasumber Menurut Usia 

No                                     Umur                        Frekuensi  

 1                                       30-40                               0 

 2                                       40-45                               3  

 

4.2 Hasil Penelitian 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh selama 

masa penelitian yang telah dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan wawancara dengan pegawai Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. 
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a. Adanya kejelasan tanggung jawab 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak John Ester Lase 

selaku Kabid pada Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 mengenai pertanyaan jika 

koordinasi mengalami masalah, apakah Bapak langsung bertanggung jawab 

menanganinya? maka dapat diperoleh hasil bahwa Bapak John Ester Lase 

bertanggung jawab menangani pemungutan pajak reklame dengan berkoordinasi 

dengan pihak satgas pajak reklame. Satgas pajak reklame pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu tugas yang baru dan 

baru diterapkan pada November 2018 lalu untuk menangani pemungutan pajak 

reklame. Satgas merupakan suatu jabatan baru yang masih baru dijalankan dan 

belum masuk dalam struktur organisasi DPMPTSP Kota Medan. Satgas tersebut 

melakukan koordinasi yang ditanggung jawab oleh Kabid. Tanggung jawab yang 

dimaksud oleh Kabid yang mana jika satgas mengalami hambatan dalam 

pemungutan pajak reklame maka Ketua Satgas akan langsung melapor pada kabid 

untuk segera menangani hambatan yang terjadi. 

Kemudian mengenai pertanyaan bagaimana tanggung jawab Bapak 

mengenai koordinasi? Maka diperoleh hasil dengan melakukan koordinasi intern 

yaitu rapat mingguan atau di hari Jumat untuk melakukan evaluasi untuk 

memberikan motivasi kepada pegawai DPMPTSP memberikan peluang 

mengeluarkan pendapat kepada pegawai jika ada dalam seminggu dengan tugas 

yang diberikan mengalami hambatan dan untuk menambah masukan-masukan 

jika diperlukan dalam menjalankan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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Kemudian mengenai pertanyaan koordinasi yang seperti apa yang 

dijalankan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini? 

Maka diperoleh hasil dengan menggunakan koordinasi: 

1. Koordinasi Vertikal 

Dengan melakukan rapat evaluasi mingguan yang dilaksanakan pada setiap 

hari Jumat setelah jam pulang kantor untuk membahas kinerja pada pegawai yang 

menjalankan tugasnya dalam seminggu ini serta untuk mengetahui laporan secara 

langsung pada pegawai jika ada hambatan yang terjadi pada pegawai yang sedang 

melaksanakan tugas baik di dalam kantor ataupun yang bertugas di lapangan. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga melakukan rapat 

evaluasi bulanan diadakan 1 bulan sekali pada akhir bulan untuk membahas 

terkait pencapaian dalam 1 bulan. 

2. Koordinasi fungsional 

Dalam menjalankan koordinasi fungsional khususnya dalam melaksanakan 

pajak reklame, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

bekerja sama dengan satpol PP, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan, 

dan Camat setempat. 

Kemudian mengenai pertanyaan bagaimana tanggung jawab Bapak dalam 

menjalankan koordinasi tersebut? Maka diperoleh hasil pada pemungutan pajak 

reklame juga terbilang masih baru dilaksanakan yaitu sejak dikeluarkannya 

peraturan walikota pasal 66 maka pemungutan pajak reklame menjadi tanggung 

jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. 
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b. Adanya pengawasan seksama 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak John Ester Lase 

selaku Kabid pada Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 mengenai pertanyaan 

dengan siapa Bapak melakukan pengawasan khususnya di bidang pajak reklame? 

maka diperoleh hasil bahwa Bapak kabid ikut serta dalam mengawasi pemungutan 

pajak reklame. Dengan cara berkomunikasi dengan ketua tim yang sebelumnya 

sudah dapat informasi langsung dari petugas satgas yang sedang bertugas di 

lapangan. 

Kemudian mengenai pertanyaan sejauh ini apakah pengawasan yang dilakukan 

sudah cukup baik? maka diperoleh hasil bahwa sudah cukup baik. Bapak kabid 

juga belum bisa mengukur pengawasan khususnya pada pajak reklame 

dikarenakan pajak reklame baru dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Kemudian mengenai pertanyaan bagaimana cara Bapak melakukan 

pengawasan kepada pegawai agar dapat berjalan dengan baik? Maka diperoleh 

hasil yaitu dengan melihat laporan-laporan terkait tugas-tugas yang dijalankan 

oleh pegawai yang turun ke lapangan. Laporan berupa izin pajak reklame yang 

ingin membuat izin pajak reklame dan petugas turun ke lapangan mendatangi 

tempat-tempat yang sudah membuat izin terlebih dahulu untuk di cek ulang 

apakah sudah membayar pajak reklame setelah terbit izin reklame. 

Kemudain mengenai pertanyaan adakah hambatan Bapak dalam melakukan 

pengawasan? maka diperoleh hasil hambatan yang terjadi cukup banyak padahal 
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yang diketahui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baru 

saja menjalankan tugas pajak reklame. Hambatan tersebut berupa : 

1. Hambatan personil, personil pajak reklame yang turun langsung ke 

lapangan sangat sedikit yaitu hanya berjumlah 30 orang untuk 

menangani 1 Kota Medan menjadikan tugas yang dijalankan untuk 

pengecek-kan sangat terhambat. 

2. Masyarakat belum sadar pajak, pajak memberatkan. Juga menjadi 

hambatan pada petugas yang sedang di lapangan 

3. Adanya perlawanan dari masyarakat.  

Petugas mencoret reklame dikarenakan reklame yang di pasang tersebut 

belum membayar pajak bahkan ada yang belum membuat izin reklame. Padahal 

sebelumnya sudah dikirimkan surat himbauan agar membayar pajak tapi jika 

dalam beberapa hari tidak membayar juga maka reklame tersebut akan diturunkan 

oleh Satpol PP, jika reklame berbentuk billboard maka billboard akan dipotong. 

Pengawasan reklame juga beragam sehingga pengawasan yang dilakukan juga 

berbeda. 

c. Adanya kemudahan fasilitas yang efektif 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak John Ester Lase 

selaku Kabid pada Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 mengenai pertanyaan 

fasilitas seperti apa yang pegawai dapatkan agar tugas yang dijalankan dapat 

berjalan dengan baik? maka diperoleh hasil bahwa pegawai seharusnya mendapat 

upah pungut dari pemungutan pajak reklame, tapi dikarenakan pajak reklame baru 
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dijalankan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Medan maka upah tersebut belum ada diterima. 

Kemudian mengenai pertanyaan jika ada salah satu fasilitas yang kurang 

memadai akan menjadi pengaruh untuk pekerjaan pegawai? maka diperoleh hasil 

bahwa akan terjadi pengaruh pada kinerja pegawai karena pegawai berpendapat 

pekerjaan yang sudah dijalan tidak ada timbal balik yang di dapatkan. Tapi 

dikarenakan pajak reklame baru dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu jadi pengaruh pada pegawai belum dapat dilihat 

secara seksama. 

Kemudian mengenai pertanyaan fasilitas seperti apa yang dibutuhkan dalam 

menghadapi pegawai yang rendah kinerjanya? maka diperoleh hasil fasilitas yang 

di dapat harus sebanding dengan apa yang pegawai kerjakan, jika ada pegawai 

yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya maka dapat diberikan 

motivasi terlebih dahulu. 

Kemudian mengenai pertanyaan dengan fasilitas yang sudah didapatkan 

apakah pegawai sudah menjalankan tugasnya sesuai yang diharapkan? maka 

diperoleh hasil sekitar 80% pegawai sudah menjalankan tugasnya dengan baik. 

Akan tetapi untuk pegawai yang bertugas menangani pajak reklame belum dapat 

dilihat secara keseluruhan karena mereka masih baru dalam menjalankannya dan 

di sampai saat ini belum ada kesalahan yang  besar. 

D. Adanya skill kepemimpinan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan hari Senin tanggal 25 Februari 2019 
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dengan Bapak Khairil Amri selaku Ketua Tim satgas Pajak Reklame mengenai 

pertanyaan tentang skill kepemimpinan yang bagaimana yang diperlukan untuk 

kantor ini? Maka diperoleh hasil pimpinan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat menerima masukan dalam rapat jika ada 

pegawai yang ingin menyampaikan pendapatnya. 

Kemudian mengenai pertanyaan menurut Bapak, apakah skill kepemimpinan 

Bapak Kepala Dinas sudah sesuai yang diharapkan oleh pegawai? maka diperoleh 

hasil bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Medan sudah sesuai yang diharapkan dikarenakan latar belakang Bapak 

Kepala Dinas yang sudah banyak pengalaman menjadi kepala dinas pada dinas-

dinas yang lain sebelum menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan jadi pegawai merasa percaya dengan latar 

belakang Bapak Kepala Dinas dapat memimpin dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tri Harzo Wibisono pada hari Senin 

tanggal 25 Februari 2019 selaku kepala seksi pelayanan izin gangguan mengenai 

pertanyaan kendala seperti apa yang akan Bapak hadapi jika skill kepemimpinan 

di kantor tidak sesuai yang di harapkan? maka diperoleh hasil pegawai akan sulit 

untuk menyampaikan pendapat mereka jika skill kepemimpinan yang minim. Dan 

pegawai akan tidak semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

Kemudian mengenai pertanyaan apa manfaat yang Bapak dapatkan dengan 

skill kepemimpinan yang sedang dijalankan oleh Bapak Kepala Dinas? maka 

diperoleh hasil pegawai yang berprestasi akan mendapat apresiasi oleh Bapak 
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Kepala Dinas dengan begitu pegawai akan menjadi semangat dan terpicu bekerja 

lebih baik lagi untuk menjalankan tugas-tugasnya. 

4.3 Analisis Data Hasil Wawancara 

a. Adanya kejelasan tanggung jawab 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kabid bertanggung 

jawab penuh atas kegiatan tugas-tugas yang dikerjakan oleh pegawai pajak 

reklame. Kabid juga selalu mengontrol pekerjaan pegawai yang berkomunikasi 

dengan ketua tim satgas pajak reklame. Seperti hasil wawancara yang dilakukan 

dengan Bapak John Ester Lase walaupun pemungutan pajak reklame baru 

dijalankan 3 bulan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan masih bersifat non struktural maka kabid yang bertanggung jawab atas 

pemungutan pajak reklame. Untuk mengetahui adanya kendala dalam 

pemungutan pajak reklame maka diadakan rapat evaluasi mingguan. 

Koordinasi vertikal merupakan tindakan penyatuan, pengarahan yang 

dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang 

ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. 

b. Adanya pengawasan seksama 

Adanya pengawasan seksama yang dilakukan oleh kabid yang bekerja sama 

dengan ketua tim satgas dan juga tim satgas yang bertugas langsung di lapangan 

membuat pengawasan menjadi efektif dan juga tugas dapat terjalankan dengan 

baik. Sejauh ini pengawasan yang dilakukan sudah baik walaupun kenyataannya 

di lapangan pegawai pajak reklame masih ada yang terhambat dikarenakan 

perlawanan masyarakat yang tidak mau peduli dengan wajib pajak. 
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Siagian (2008:77) dalam point yang ke-8 mengatakan bahwa sistem 

pengawasan dan pengendalian bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang 

tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem 

pengawasan dan pengendalian. 

c. Kemudahan fasilitas yang efektif 

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara bahwa pegawai mendapat 

fasilitas sesuai dengan apa yang mereka jalankan, seperti adanya upah pungut 

yang diberikan kepada pegawai dalam pemungutan pajak reklame. Fasilitas-

fasilitas yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu mempunyai maksud agar pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan 

baik. 

Siagian (2008:77) dalam point ke-6 mengatakan bahwa tersedianya sarana dan 

prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan 

bekerja secara produktif. Dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia dan 

mungkin disediakan oleh organisasi. 

d. Adanya skill kepemimpinan 

Skill kepemimpinan yang dimiliki oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah cukup baik sebagaimana yang dikatakan oleh 

Bapak Khairil Amri dan Bapak Tri Harzo Wibisono yang dilihat dari latar 

belakang Bapak Kepala Dinas yang sudah banyak pengalaman memimpin pada 

dinas-dinas lain. Walaupun pegawai belum banyak mengetahui bagaimana Kepala 

Dinas akan mengontrol pemungutan pajak reklame nantinya, dikarenakan pajak 
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reklame yang baru dijalankan pada November lalu tetapi pegawai yakin Kepala 

Dinas dapat memberikan yang baik. 

Menurut Grifft faktor yang menentukan efektivitas koordinasi dalam 

pemerintahan ada 4 salah satunya adalah keterampilan memanfaatkan 

kepemimpinan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Setelah pelaksanaan penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah 

dikatakan efektif dikarenakan:  

a. Kepala Kabid sangat memperhatikan pegawai di bawahnya khususnya 

pegawai dalam bidang pemungutan pajak reklame, walaupun pajak 

reklame baru dijalankan dan masih bersifat non struktural di Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  Maka 

koordinasi vertikal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dalam rangka pemungutan pajak reklame sudah 

dapat dikatakan efektif selama 3 bulan ini tepatnya pada awal 

November hingga sekarang. 

b. Pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Kabid juga dapat 

dikatakan efektif, dikarenakan pegawai yang bertugas di lapangan 

selalu di kontrol pekerjaannya namun dalam menjalankan tugasnya 

masih banyak hambatan yang dialami oleh pegawai seperti 

perlawanan masyarakat yang masih belum sadar akan adanya pajak 

dan dapat dikatakan kekurangan personil yang masih berjumlah 30 

orang untuk menangani satu Kota Medan. 

c. Fasilitas yang sudah memadai walaupun masih ada yang kurang untuk 

pegawai pajak reklame seperti upah yang belum ada dikarenakan 
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pajak reklame yang masih baru dilimpahkan pada Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.  

d. Jika dilihat dari latar belakang Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sudah hampir 20 tahun 

menjabat sebagai kepala dinas di dinas-dinas yang lain maka pegawai 

sudah dapat menilai jika Bapak Kepala Dinas mampu memimpin 

dengan baik dan sesuai yang diharapkan para pegawai 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

dikemukakan tersebut terdapat beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, sebagai berikut : 

1. Perlu ditingkatkan lagi dalam hal pemungutan pajak reklame 

dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat 

lebih sadar akan pajak 

2. Pengawasan di lapangan juga harus melakukan penambahan 

personil pajak reklame, mengingat 30 orang yang masih terbilang 

sangat sedikit untuk menangani satu Kota Medan 

3. Fasilitas yang belum terpenuhi untuk pegawai harus segera di 

informasikan agar pegawai merasa dapat apresiasi dari Dinas 

dalam melakukan pemungutan pajak reklame dan pegawai menjadi 

lebih semangat menjalankan tugasnya.  
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4. Penilaian cara memimpin Bapak kepala dinas tidak dapat dilihat 

hanya dari latar belakangnya saja namun perlu juga dilihat dari 

bagaimana ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ada 

pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Medan. 
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